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Abstrak 
Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yaitu pentingya tenaga atau energi listrik, 
konsumen atau pelanggan perlu melakukan permintaan pemasangan Meter Prabayar  
dengan mengajukan permohonan ke kantor PLN yang berada di daerah domisili 
konsumen dan konsumen juga harus menandatangai suatu perjanjian yang dikenal 
dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra bayar. Dalam isi perjanjian jual 
beli tenaga listrik memuat adanya perjanjian baku ataupun klausul eksonerasi yang 
disusun dan dibuat dahulu oleh pihak PLN. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
dan mendeskripsikan profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian 
jual beli tenaga listrik prabayar dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi 
konsumen yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian menggunakan 
metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber dan jenis data berupa data 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam surat perjanjian jual beli 
tenaga listrik terdapat 3(tiga) angka di dalamnya yang mengandung adanya klausul 
baku yang merupakan klausula eksonerasi dan masih terdapat beberapa angka yang 
masih bertentangan dengan Pasal 1239, 1240, 1243 KUHPerdarta dan Pasal 
4,5,6,dan 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
 
Kata Kunci: perjanjian baku, klausul eksonerasi, perlindungan hukum 
 
Abstract  
To fulfill daily needs, namely the importance of electricity or energy, consumers or 
customers need to make requests for the installation of Prepaid Meters by submitting 
an application to the PLN office in the area of consumer domicile and the consumer 
must also sign an agreement known as the Power Purchase Agreement Prepaid. In 
the contents of the power purchase agreement, it contains a standard agreement or 
exoneration clause that was prepared and made in advance by the PLN. The purpose 
of this study is to analyze and describe the profile of the standard clauses and 
exoneration clauses in prepaid electricity purchase agreements and determine the 
forms of legal protection for consumers involved in the agreement. The research 
method uses the legal research method with a normative doctrinal approach. This 
type of research is descriptive. Sources and types of data are secondary data. The 
data collection method uses the method of collecting library research. The results 
showed that in the power purchase agreement there were 3 (three) numbers in it 
which contained a standard clause which was an exoneration clause and there were 
still some numbers that were still in conflict with Article 1239, 1240, 1243 of the 
Civil Code and Article 4.5, 6, and 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection. 
 
Keywords: standard agreement, exoneration clause, legal protection. 
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1. PENDAHULUAN  
Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yaitu perlu adanya tenaga atau energy 
listrik, konsumen atau pelanggan melakukan adanya permintaan pemasangan Meter 
Prabayar dengan mengajukan permohonan ke kantor PLN yang berada di daerah 
domisili konsumen dan konsumen juga harus menandatangai suatu perjanjian yang 
dikenal dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra bayar. 
Suatu perjanjian adalah dimana dua orang saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal dan dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan anatara 
dua orang tersebut dinamakan perikatan. Menurut Subekti, perjanjian juga 
dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat 
dikatakan bahwa dua perkataan ( perjanjian dan persetujuan) (Subekti, 2005).  
Dalam isi perjanjian jual beli tenaga listrik memuat adanya klausula – 
klausula baku yang disusun dan dibuat dahulu oleh pihak PLN. Dalam penggunaan 
kontrak baku/klusula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian 
kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebas dengan perjanjian 
yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam 
menegosiasikan klausula perjanjian (Wardiono, 2014). Jika ada yang perlu 
dikuatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya 
klausul eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut (Nizla, 2018). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil klausul 
eksonerasi dalam bentuk klausul baku pada perjanjian jual beli tenaga listrik 
prabayar? 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual 
beli tenaga listrik prabayar. Manfaat penelitian ini secara teortis adalah 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khusunya di 
bidang perdata terkait dengan Klausula Eksonerasi Dan Konsumen : Studi Tentang 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan – bahan informasi 
ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum selanjutnya.  
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2. METODE 
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
doktrinal (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data 
dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain 
yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Dianalisa menggunakan logika 
deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang 
bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibahas dalam 2 pandangan menurut David 
Yates dan R.J.H. Engels sebagai berikut: Profil Klausul Eksonerasi Dalam Bentuk 
Klausul Baku pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dan Perlindungan 
Hukum Bagi Konsumen yang Terlibat dalam Perjanjian tersebut. 
3.1 Bentuk Dimana Tanggung Jawab Untuk Akibat-Akibat Hukum, Karena 
Tidak Atau Kurang Baik Memenuhi Kewajiban-Kewajiban, Dikurangi 
Atau Dihapuskan (Misalnya Ganti Kerugian Dalam Hal Ingkar Kewajiban 
(Wanprestasi) 
Pasal 1243 KUHPerdata menentukan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan 
bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan, bila debitur, 
walaupun telah dinyatakanlalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yangharus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 
ataudilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang 
telahditentukan.” 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya tanggung jawab yang harus 
dipikul oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi kewajiban – kewajiban yang 
telah disepakati. Karena dalam ini, apabila terjadi adanya suatu perjanjian berarti 
adanya suatu barang sebelumnya sudah ditentukan oleh penjual dan pembeli baik 
barang yang sudah diserahkan kepada pembeli maupun belum diserahkan kepada 
pembeli.  
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Sedangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar terdapat 
beberapa angka yang menjelaskan diantaranya : 
Angka 2 yang menyatakan bahwa “Biaya Penyambungan yang telah dibayar 
oleh Pihak Kedua (Pelanggan) menjadi hak milik Pihak Pertama(PT.PLN) dan tidak 
dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua(Pelanggan).” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasanya 
dalam norma dijelaskan adanya ganti kerugian ataupun penggantian biaya yang 
harus dilakukan oleh pihak debitur (pelanggan) apabila lalai atau tidak memenuhi 
kewajiban sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian yang 
telah dibuat. Sedangkan dalam angka 2 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
Prabayar pihak PT.PLN tidak menjelaskan terkait adanya wanprestasi atau ganti rugi 
tetapi menunjukkan adanya suatu pernyataan yang mengandung adanya suatu 
perjanjian baku. Dimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen telah dijelaskan adanya larangan mencantumkan klausul 
baku dalam setiap dokumen/perjanjian yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 
menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen. Dan ketika biaya penyambungan tersebut sudah dibayarkan 
kepada pihak PT.PLN maka pihak PT.PLN bertanggung jawab atas penyambungan 
listrik kepada pihak pelanggan. 
Untuk itu bentuk klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 2 Surat 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan ketentuan yang ada di dalam 
norma belum sesuai, karena dalam isi perjanjian tersebut dijelaskan bahwa adanya 
pembebanan pembayaran terhadap pihak pelanggan kepada pihak PT.PLN yang 
mana apabila terjadi sesuatu tidak dapat ditarik kembali atau dengan kata lain tidak 
dapat mengajukan ganti rugi, sehingga hal ini mengakibatkan adanya tanggungjawab 
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hal penyambungan listrik kepada 
pihak pelanggan. 
Dalam angka 4 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menjelaskan bahwa 
“Penyaluran tenaga listrik oleh Pihak Pertama (PT. PLN) dilaksanakan secara terus 
menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai berikut: terjadi force 
majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, 
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banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, 
kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya 
penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah (dalam hal ini Pihak 
Pertama/PT.PLN tidak memberikan ganti rugi); dilakukan pemutusan sementara ke 
instalasi Pihak Kedua(Pelanggan) sebagai tindak lanjut dari ketentuan angka 8 dan 9; 
pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh Pihak 
Pertama; pihak Pertama(PT.PLN) melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan 
pembangkit dan atau jaringan dan; atas perintah Instalasi yang berwenang atau 
Pengadilan.” 
Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan 
Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) sudah 
ditentukan adanya kompensasi apabila terjadi pemutusan tenaga listrik sewaktu – 
waktu ataupun kurangnya peningkatan mutu layanan oleh pihak PT.PLN. 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasanya adanya 
ganti kerugian ataupun penggantian biaya yang harus dilakukan oleh pihak debitur 
(pelanggan) apabila lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan 
yang sudah disepakati dalam perjanjian yang disepakati oleh masing-masing pihak 
berhak dan diwajibkan untuk mengganti biaya rugi dan bunga terhadap kreditur 
(pelaku usaha) karena seorang debitur sudah dinyatakan lalai dalam melakukan suatu 
perikatan atau perjanjian dan juga apabila pelaku usaha yang lalai dalam melakukan 
tanggungjawabnya pelanggan berhak mendapatkan kompensasi. 
Sedangkan isi perjanjian dalam angka 4 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga 
Listrik Prabayar dijelaskan bahwa PT.PLN selaku pelaku usaha bertanggungjawab 
atas pernyaluran tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus kepada pihak 
pelanggan, kemudian dijelaskan beberapa huruf yaitu huruf a yang menjelaskan 
apabila terjadinya keadaan darurat atau bencana alam yang menyebabkan terhentinya 
penyaluran tenaga listrik pihak PT.PLN tidak memberikan ganti kerugian. 
Selanjutbya huruf  b menjelaskan adanya pemutusan oleh pihak PT.PLN terhadap 
pihak pelanggan secara sementara karena adanya penertiban dan pemeliharaan 
jaringan tenaga listrik. Selanjutnya huruf c yang mejelaskan saat beban waktu 
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puncak dilakukan pemadaman oleh pihak PT.PLN, beban puncak adalah titik 
tertinggi di kurva permintaan kilowatt fasilitas. Selanjutnya huruf d dan e 
menjelaskan adanya pemeliharaan atau perbaikan pembangkitan jaringan hanya 
boleh dilakukan atas perintah Instalansi. 
Untuk itu bentuk klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 4 Surat 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan ketentuan yang ada dalam 
norma sudah sesuai karena dalam angka 4 sudah dijelaskan adanya tanggungjawab 
pelaku usaha yaitu melakukan penyaluran tenaga listrik secara terus – menerus tanpa 
terputus, hal ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha (PT.PLN) 
karena pihak pelanggan sudah melakukan tanggung jawab atas pembayaran biaya 
penyambungan. Tetapi, dalam huruf a yang terdapat dalam angka 4 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar hal ini termasuk adanya bentuk klausul eksonerasi 
yang belum sesuai dengan ketentuan norma karena dalam huruf a apabila terjadi 
pemutusan listrik akibat bencana alam dan akibat Peraturan Pemerintah yang 
dilakukan oleh pihak PT.PLN dalam hal ini tidak memberikan ganti rugi kepada 
pihak pelanggan, sehingga resiko dan akibatnya ditanggung pihak pelanggan dan 
pelaku usaha tidak melakukan penggantian kerugian. 
Dalam angka 11 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
menyatakan bahwa “Segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik 
ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua(Pelanggan), kecuali yang secara 
tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban Pihak 
Pertama(PT.PLN)”. 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasanya 
dalam norma dijelaskan adanya ganti kerugian ataupun penggantian biaya yang 
harus dilakukan oleh pihak debitur (pelanggan) apabila lalai atau tidak memenuhi 
kewajiban sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian yang 
disepakati oleh masing-masing pihak berhak dan diwajibkan untuk mengganti biaya 
rugi dan bunga terhadap kreditur karena seorang debitur sudah dinyatakan lalai 
dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian.    
Untuk itu klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 11 Surat Pejanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan ketentuan yang ada dalam norma sudah 
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sesuai, karena walaupun dalam isi perjanjian tersebut tidak menjelaskan adanya ganti 
rugi tetapi pembebanan segala bentuk biaya pajak menjadi tanggung jawab oleh 
pihak pelanggan akibat dari terjadinya jual beli tenaga listrik yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak. Jadi dengan kata lain adanya pelepasan tanggung jawab dan 
tanggungan yang dilakukan oleh PT.PLN, sehingga resiko yang terjadi merupakan 
tanggungjawab yang ditanggung oleh pihak pelanggan. 
3.2 Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Sendiri, yang Biasanya Dibebankan 
pada Pihak Untuk Syarat Dibuat, Dibatasi, atau Dihapuskan 
(Misalnyaperluasan Pengertian Keadaan Darurat) 
Dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menjelaskan terkait dengan perikatan untuk 
berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu “Tiap perikatan untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan 
penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap perikatan atau perjanjian yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak baik untuk berbuat sesuatu ataupun tidak 
berbuat sesuatu tetap wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, 
kerugian, dan bunga apabila debitur (pelanggan) tidak memenuhi kewajibannya. 
Kemudian dalam Pasal 1240 menyatakan bahwa “Walaupun demikian, 
kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara 
bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh 
menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini 
tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika 
ada alasan untuk itu.” 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak menghapus 
segala sesuatu yang ada apabila debitur (pelanggan) melanggar dari apa yang 
bertentangan dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan menjadi tanggungjawab 
ataupun kewajiban debitur (pelanggan) untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga 
apabila ada alasan yang tepat untuk itu. 
Untuk itu berdasarkan kedua pasal yang berkesinambungan tersebut  bahwa 
untuk suatu perikatan atau perjanjian baik untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak 
berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan adanya penggantian biaya, kerugian dan 
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bunga apabila pelanggan melanggar kewajibannya dan pelaku usaha berhak 
menghapus segala sesuatu yang apabila pelanggan melakukan hal yang bertentangan 
dengan perikatan atau dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak 
dan dalam hal ini pelanggan menanggung atas itu apabila ada alasan yang sesuai 
dengan itu maka juga akan dituntut adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga. 
Sedangkan di dalam angka 1 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
Prabayar yang menyatakan bahwa “Pihak Pertama(PT. PLN) bersedia menjual dan 
menyalurkan tenaga listrik kepada Pihak Kedua(Pelanggan).” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasanya 
dalam norma dijelaskan untuk suatu perikatan atau perjanjian baik untuk berbuat 
sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila pelanggan melanggar kewajibannya 
dan pelaku usaha berhak menghapus segala sesuatu yang apabila pelanggan 
melakukan hal yang bertentangan dengan perikatan atau dalam isi perjanjian yang 
telah dibuat oleh kedua belah pihak dan dalam hal ini pelanggan menanggung atas 
itu apabila ada alasan yang sesuai dengan itu maka juga akan dituntut adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan dalam isi perjanjian dijelaskan 
bahwa pihak pelaku usaha atau PT.PLN wajib atau harus bersedia untuk menjual dan 
menyalurkan listrik kepada pelanggan karena dalam hal ini pelaku usaha (PT.PLN) 
merupakan badan usaha atau pelaku usaha yang menyediakan dan menyalurkan 
tenaga listrik kepada semua pelanggan untuk diperjualbelikan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Untuk itu klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 1 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan ketentuan yang ada di dalam norma belum 
sesuai, karena dalam norma dijelaskan untuk suatu perikatan atau perjanjian baik 
untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan 
adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila pelanggan melanggar 
kewajibannya dan pelaku usaha berhak menghapus segala sesuatu yang apabila 
pelanggan melakukan hal yang bertentangan dengan perikatan atau dalam isi 
perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan dalam hal ini pelanggan 
menanggung atas itu apabila ada alasan yang sesuai dengan itu maka juga akan 
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dituntut adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan dalam angka 1 
tersebut dijelaskan adanya tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku 
usaha (PT.PLN). 
Dalam angka 6 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar yang 
menyatakan bahwa “Pihak Kedua (Pelanggan) wajib: memberitahukan kepada Pihak 
Pertama (PT. PLN) tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau 
bangunan dari Pihak Kedua (Pelanggan)  kepada pihak lain atau ahli waris atau 
pengganti Pihak Kedua (Pelanggan) selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan 
atau penguasaan, dan menjaga instalasi milik Pihak Pertama (PT. PLN) yang berada 
di persil Pihak Kedua (Pelanggan) dan segera melaporkan kepada Pihak Pertama 
(PT. PLN) apabila ada kelainan.” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasanya 
dalam norma dijelaskan untuk suatu perikatan atau perjanjian baik untuk berbuat 
sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila pelanggan melanggar kewajibannya 
dan pelaku usaha berhak menghapus segala sesuatu yang apabila pelanggan 
melakukan hal yang bertentangan dengan perikatan atau dalam isi perjanjian yang 
telah dibuat oleh kedua belah pihak dan dalam hal ini pelanggan menanggung atas 
itu apabila ada alasan yang sesuai dengan itu maka juga akan dituntut adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan dalam angka 6 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dijelaskan bahwa adanya kewajiban yang harus 
ditanggung oleh pihak pelanggan yaitu apabila ada pengalihan kepemilikan atau 
penguasaan persil dan atau bangunan dari pihak pelanggan kepada pihak lain atau 
ahli waris atau penggantinya maka wajib memberitahuan kepada pihak PT.PLN 
selambat – lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan dan menjaga 
instalansi listrik milik PT.PLN yang berada di persil pelanggan dan apabila ada 
kelainan pihak pelanggan harus segera melaporkannya kepada PT.PLN. 
Maka dari itu antara aturan yang ada di dalam norma dengan isi perjanjian 
yang ada di dalam angka 6 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
dikatakan sudah sesuai, karena didalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban yang 
harus ditanggung oleh pihak debitur (pelanggan) dan apabila terjadi pengalihan atas 
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kepemilikan segera memberitahukan kepada pihak PT.PLN selambat – lambatnya 14 
hari lewat dari itu pihak PT.PLN berhak membatasinya, dan apabila dikaitkan 
dengan norma sudah jelas apabila pihak pelanggan lalai atau melakukan sesuatu 
yang bertentangan dari perikatan atau perjanjian yang disepakati maka 
penyelesaiannya wajib penggantian biaya, kerugian dan bunga juga pelaku usaha 
(PT.PLN) berhak menghapus segala sesuatu yang telah disepakati dengan tanggung 
jawab yang dibebankan kepada pihak pelanggan. 
Dalam angka 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar yang 
menyatakan bahwa “Pihak Kedua (Pelanggan) wajib membayar tagihan susulan 
sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan 
pada pemakaian tenaga listrik dan atau pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara 
penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan 
kesalahan Pihak Kedua (Pelanggan).”  
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasanya 
dalam norma dijelaskan untuk suatu perikatan atau perjanjian baik untuk berbuat 
sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila pelanggan melanggar kewajibannya 
dan pelaku usaha berhak menghapus segala sesuatu yang apabila pelanggan 
melakukan hal yang bertentangan dengan perikatan atau dalam isi perjanjian yang 
telah dibuat oleh kedua belah pihak dan dalam hal ini pelanggan menanggung atas 
itu apabila ada alasan yang sesuai dengan itu maka juga akan dituntut adanya 
penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan dalam angka 10 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar menjelaskan bahwa dalam ketentuan tersebut 
menimbulkan kerugian yang akan dialami konsumen karena diwajibkan membayar 
tagihan susulan yang bukan diakibatkan karena kesalahannya, sehingga apabila 
konsumen (pelanggan) tidak memenuhi atau lalai dalam melakukan kewajiban 
pembayaran tersebut akan ditambah dengan adanya tambahan penggantian biaya, 
kerugian, dan bunga. 
Untuk itu klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 10 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan ketentuan yang ada di dalam norma sudah 
sesuai karena, ketentuan yang akan memberatkan Pelanggan dimana Pelanggan 
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diwajibkan membayar tagihan susulan yang bukan diakibatkan karena kesalahannya 
dan hal ini tentu akan merugikan konsumen dan apabila pelanggan (konsumen) lalai 
atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati maka wajib memberikan 
penggantian biaya, kerugian dan bunga maka kerugian yang ditanggung akan lebih 
besar. Kerugian yang mungkin akan dialami konsumen terkait kewajiban 
pembayaran tagihan susulan di atas harusnya sudah dipertimbangkan oleh pihak PT. 
PLN selaku pihak yang menyusun semua ketentuan yang dicantumkan di dalam 
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 
3.3 Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Dicipta, Salah Satu Pihak 
Dibebankan dengan Kewajiban untuk Memikul Tanggung Jawab Pihak 
yang Lain yang Mungkin Ada Untuk Kerugian yang Dideritaoleh Pihak 
Ketiga 
Dalam pasal 4 dan 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan terkait 
adanya hak dan kewajiban konsumen. Dalam pasal 4 huruf h Undang –Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut dinyatakan bahwa “Hak Konsumen adalah: Hak 
untuk mendapatkan kompensasi, gnti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya. Dalam pasal 5 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa “Kewajiban konsumen adalah; membayar sesuai dengan nilai 
tukar yang disepakati. Dalam pasal 6 huruf a Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen menyatakab bahwa “Hak pelaku usaha adalah: hak untuk menerima 
pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
Sedangkan dalam pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah: memberi kompensasi, ganti 
rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti 
rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
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Sedangkan dalam pasal 18 ayat 1 huruf (c)Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen dijelaskan mengenai ketentuan pencantuman klausul baku. Dalam pasal 
ini menyatakan bahwa  “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau 
jasa yang dibeli oleh konsumen;. 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian angka 2 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar adalah norma mengatur mengenai pencantuman 
klausula baku sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar hak dak 
kedudukan konsumen tidak disalahgunakan. Ketentuan pengaturan pencantuman 
klausula baku ini hadir agar di dalam perjanjian baku tersebut antara pihak-pihak 
yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang seimbang. Jadi dalam hal 
ini bertujuan agar hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku atau dapat dikatakan tidak bertentangan. 
Untuk itu ketentuan yang ada di dalam angka 2 Surat Perjanjian Jual Beli 
Tenaga Listrik Prabayar dikatakan bertentangan dengan norma dan hal ini 
mengandung adanya klausul eksonerasi yang ada yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf 
(c) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam norma tersebut sudah 
dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen tetapi pada angka 
2 dijelaskan bahwa biaya yang sudah dibayarkan pelanggan (konsumen) kepada 
pelaku usaha tidak dapat ditarik kembali. Dalam angka tersebut hanya mentapkan 
adanya hak pelaku usaha sedangkan hak pelanggan (konsumen) tidak dijelaskan 
dalam perjanjian tersebut dan juga hal ini merupakan beban yang harus ditanggung 
oleh pelanggan (konsumen) terkait dengan pembebanan biaya yang nantinya tidak 
dapat ditarik kembali. 
Dalam angka 4 point (a) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
yang menyatakan bahwa “Penyaluran tenaga listrik oleh Pihak Pertama (PT. PLN) 
dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai 
berikut: terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, 
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kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, 
pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang 
mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan 
Pemerintah (dalam hal ini Pihak Pertama/PT.PLN tidak memberikan ganti rugi).” 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian angka 4 huruf (a) Surat 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar adalah dalam norma pasal 4 angka 8 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak konsumen dan pasal 
7 hurif (f) terkait dengan kewajiban pelaku usaha. Dimana dalam pasal 4 angka 8 
menjelaskan bahwa konsumen (pelanggan) berhak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan dalam padal 7 huruf 
(f) dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan dalam isi perjanjian angka 4 huruf a 
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dijelaskan bahwa adanya 
tanggungjawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (PT.PLN) 
yaitu berupa penyaluran tenaga listrik secara terus – menerus tanpa terputus kecuali 
dalam hal adanya bencana alam yang mengakibatkan terhetinya atau terputusnya 
aliran tenaga listrik dan adanya akibat adanya Peraturan Pemerintah dalam hal 
tersebut pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi. 
Dengan demikian bahwa ketentuan yang ada dalam angka 4 huruf a Surat 
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar mengandung adanya klausul 
eksonerasi dan hal ini bertentangan dengan norma, karena dalam isi perjanjian 
tersebut sudah jelas disebutkan apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan 
pemutusan atau pemadaman tenaga listrik dan akibat adanya Peraturan Pemerintah 
, pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi padahal dalam norma dijelaskan terkait 
hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang mana menyebutkan bahwa 
konsumen (pelanggan) berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana dan pelaku usaha berkewajiban memberi 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
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pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sehingga 
dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian dilanggar dan 
resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pelanggan (konsumen). 
Dalam angka 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar yang 
menyatakan bahwa “Pihak Kedua (Pelanggan) wajib membayar tagihan susulan 
sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan 
pada pemakaian tenaga listrik dan atau pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara 
penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan 
kesalahan Pihak Kedua (Pelanggan).” 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian angka 10 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar adalah dalam norma dijelaskan bahwa konsumen 
wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati kemudian pelaku usaha 
berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan 
dalam isi perjanjian angka 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
dijelaskan bahwa pelanggan wajib membayar tagihan susulan akibat ditemukannya 
pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan atau pemakaian 
tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak 
normal bukan dikarenakan kesalahan pelanggan. 
Sehingga antara aturan yang ada di norma dan angka 10 Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dan 
mengandung adanya klausul eksonerasi. Karena dalam angka tersebut dijelaskan 
bahwasanya suatu ketentuan yang akan memberatkan Pelanggan dimana Pelanggan 
diwajibkan membayar tagihan susulan yang bukan diakibatkan karena 
kesalahannya dan hal ini tentu akan merugikan konsumen. Kerugian yang mungkin 
akan dialami konsumen terkait kewajiban pembayaran tagihan susulan di atas 
harusnya sudah dipertimbangkan oleh pihak PT. PLN selaku pihak yang menyusun 
semua ketentuan yang dicantumkan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga 
Listrik Prabayar tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan 




Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Isi perjanjian 
yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tepatnya 
dalam angka 2 dan 4 huruf a belum sesuai dengan ketentuan dan bertentangan 
dengan aturan norma yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata karena dalam isi 
perjanjian tidak menghendaki atau menentukan adanya ganti rugi sedangkan di 
dalam norma dijelaskan adanya pembebanan ganti rugi tersebut. Dan dalam angka 2  
perjanjian tersebut bahwa mengandung adanya klausul bakuyang mana hal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 18 huruf (c) Undang – Undang Perlindungan Konsumen. 
Sedangkan angka 4 huruf b, c, d, e dan angka 11 Surat Perjanjian Jual Beli 
Tenaga Listrik Prabayar dikatakan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan 
aturan atau norma yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata. 
Isi perjanjian yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
Prabayar tepatnya dalam angka 1 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
dikatakan belum sesuai dengan aturan norma yang terdapat dalam Pasal 1239 dan 
1240 KUHPerdata, karena dalam isi perjanjian tersebut tidak ditentukan adanya 
pembenanan ganti rugi yang diakibatkan apabila pelaku usaha (PT.PLN) tidak 
memenuhi tanggung jawabnya. 
Sedangkan dalam angka 6 dan 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
Prabayar dikatakan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan atau norma 
yang terdapat dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdata. 
Isi perjanjian yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
Prabayar tepatnya dalam angka 2 dan 4 huruf a Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga 
Listrik Prabayar mengenai tanggungjawab pelaku usaha (PT.PLN) belum sesuai 
dan bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 huruf c 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen, karena Dalam angka tersebut hanya 
mentapkan adanya hak pelaku usaha sedangkan hak pelanggan (konsumen) tidak 
dijelaskan dalam perjanjian tersebut dan juga hal ini merupakan beban yang harus 
ditanggung oleh pelanggan (konsumen) terkait dengan pembebanan biaya yang 
nantinya tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan dalam angka 4 huruf a dikatakan 
belum sesuai dan bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (h) 
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dan Pasal 7 huruf (f) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, karena adanya 
pelanggaran terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tidak 
dapat dipenuhi sehingga menjadi tanggungjawab pelanggan (konsumen). 
Kemudian dalam angka 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar 
dikatakan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang 
terdapat dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf a Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen terkait dengan kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha. 
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